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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR     31     TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BANTUL
 PERIODE TAHUN 2009 - 2012
BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Lembaga Kerjasama Tripartit tingkat Kabupaten  dibentuk oleh Bupati; 



	
	b.  
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bantul Periode Tahun 2009 - 2012; 



	Mengingat   : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2.
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



	
	3.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;



	
	6. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


	
	7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


	
	8.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bantul Periode Tahun 2009 -2012 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA
	:
	Tugas Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah bertugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.


	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.


	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.


	KELIMA
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

6. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR              TAHUN 2009
TANGGAL
SUSUNAN DAN PERSONALIA 
	NO.
	JABATAN DALAM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1.
	Ketua merangkap anggota

	Bupati Bantul

	

	2.
	Wakil Ketua merangkap anggota

	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
2. Sekretaris APINDO Kabupaten Bantul

3. Ketua DPC KSPSI Kabupaten Bantul


	

	3.
	Sekretaris merangkap anggota
	Ka. Bid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

	

	4.

	Anggota


	1. Ka.Sub.Bag Bantuan Hukum Setda. Kabupaten Bantul
2. Ka.Bid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul

3. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul


	An Nursina Karti, SH



BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

